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Pemerintah Provinsi Bali

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
tanggal 27 Juni 2022, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. RKPD Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun
terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mengusung Tema

Pembangunan yaitu:

“MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI HIJAU, TANGGUH,
DAN SEJAHTERA”

Tema tersebut memberikan penekanan pada transformasi
pembangunan ekonomi Bali melalui peningkatan produktivitas pada
sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri
pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan
industri makanan dan minuman sehingga terciptanya keseimbangan
pembangunan ekonomi di berbagai sektor seperti pada sektor jasa,
pertanian, pariwisata dan industri kreatif dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan dan budaya Bali. Pembangunan di semua sektor
tersebut juga diharapkan akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi
masyarakat untuk terlepas dari tekanan dampak yang ditimbulkan karena
adanya pandemi COVID-19 serta keberlanjutan perekonomian Bali di masa
mendatang sehingga akan terwujud ekonomi Bali yang tangguh untuk

kesejahteraan masyarakat/krama Bali.

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023



Pemerintah Provinsi Bali

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah
Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah
Pusat. Sinkronisasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
dengan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang
dalam RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
merupakan dasar dalam penyusunan KUA PPAS Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2023 di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut diatur dan dikuatkan
lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan

Umum APBD.

KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang
disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya pada Tahun

Anggaran 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan
pembangunan pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023,
untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
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Anggaran 2023. KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2023 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun rincian belanja
program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum
Penyusunan KUA  Semesta  Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
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Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 10 ); dan

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum kebijakan ekonomi Bali diarahkan untuk peningkatan
pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
dengan tetap mengedepankan lingkungan (pro-environment) dalam segala
aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali
terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi
tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota). Kebijakan dan target
kerangka makro ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan
pencapaian pembangunan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya serta

prospek dan tantangan perekonomian pada tahun berkenaan.

2.1.1 Kondisi Capaian Pembangunan Ekonomi Bali

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dan
diukur melalui capaian pada masing-masing parameter pertumbuhan
ekonomi yang antara lain meliputi pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), perkembangan inflasi, gini ratio, perkembangan tingkat
kemiskinan dan  ketenagakerjaan serta  perkembangan = Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data BPS, selama Tahun 2017 hingga Tahun 2019
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat selalu lebih tinggi
dibandingkan nasional. Namun, pada Tahun 2020, pertumbuhan
ekonomi Bali mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan
nasional. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada
Tahun 2020 adalah -2,07% sedangkan ekonomi Bali pada Tahun 2020
tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,31%.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami
kontraksi -2,47% meskipun sudah jauh membaik dari Tahun 2020
yang terkontraksi sangat tajam ke angka -9,31%. Capaian

pertumbuhan ekonomi ini, jika dilihat dari target pertumbuhan

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
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ekonomi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2018-2023, pertumbuhan Ekonomi  Bali
Tahun 2021 ini tidak memenuhi target. Target pertumbuhan ekonomi
Bali pada Tahun 2021 adalah 3,00% menyesuaikan dengan kondisi
saat ini yang tengah mengalami Pandemi COVID-19.

Target Tahun 2021 ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan
dengan tahun tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 dan 2020
Pemerintah Provinsi secara optimis memasang angka proyeksi
pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas 6%. Namun karena pandemi
COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung pada tahun-tahun
mendatang maka  proyeksi pertumbuhan ekonomi diturunkan
menjadi 3% di Tahun 2021. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi
Bali ini sudah tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana

Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tabel 2.1.

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali
Tahun 2018-2021

2018
No | Pertumbuhan Ekonomi Bali (?‘;‘;“ 2019 2020 2021
RPJMD)
1 Target RPJMD Semesta 6,90 6,40 6,60 3,00
Berencana Provinsi Bali Tahun
2018-2023
2 Realisasi 6,33 5,63 -9,33 -2,47

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022 & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan
ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB), pada Tahun 2021 juga terjadi penurunan dari juga
Tahun 2020 dimana nilai PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2021
tercatat sebesar Rp219.800,03 milyar turun dari Tahun 2020 dengan
nilai sebesar Rp223.900,89 milyar.

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
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Perkembangan Nilai PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun
2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah)

—@— Nilai PDRB

251,934.10

233,636.77

223,900.89
219,800.03
213,035.86

/

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan
(Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Pada Triwulan I-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh
aktivitas ekonomi di Bali jika diukur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
hanya mencapai Rp 35,33 triliun, mengalami penurunan dibandingkan
dengan Triwulan IV-2021 yang tercatat sebesar Rp 36,91 triliun.
Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada Triwulan [-2022
dibandingkan dengan Triwulan IV-2021 (g-to-q) tercatat tumbuh negatif
atau kontraksi sedalam 4,27 persen.

Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 12 kategori yang
mengalami kontraksi. Tiga kontraksi terdalam tercatat pada lapangan
usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib) yaitu minus 27,44 persen, diikuti Kategori P
(Jasa Pendidikan) minus 12,42 persen, dan Kategori A (Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan) tercatat minus 9,33 persen. Lapangan
usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang
memiliki share terbesar terhadap perekonomian Bali juga tercatat
mengalami kontraksi sedalam 0,19 persen.

Apabila dicermati berdasarkan kategori lapangan usaha yang
mengalami penurunan tersebut, kontraksi ekonomi Bali yang terjadi
pada Triwulan [-2022 dipengaruhi oleh pola triwulanan yang terjadi

setiap Triwulan 1. Aktivitas pariwisata Bali secara siklusnya memasuki
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periode low season. Kondisi yang sama terpantau pada aktivitas
pertanian yang kembali memasuki masa tanam setelah berlalunya
musim panen pada triwulan sebelumnya. Kemudian, dari sisi belanja
pemerintah cenderung belum optimal direalisasikan pada awal tahun.

Selain pengaruh pola triwulanan, perlu diingat juga bahwa pada
Triwulan [-2022 sempat terjadi lonjakan penambahan kasus harian
positif COVID-19. Tepatnya pada bulan Februari 2022 yang mencapai
angka tertinggi sebanyak 2.556 kasus dalam sehari. Kondisi tersebut
menyebabkan pembatasan aktivitas melalui Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali ditingkatkan. Kendati tidak
berlangsung penuh selama satu triwulan, hal tersebut kiranya
berpengaruh terhadap penurunan aktivitas pada sejumlah kategori
lapangan usaha di Bali pada Triwulan I-2022.

Kontraksi terdalam pada Triwulan I[-2022 tercatat pada
lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib). Nilai tambah yang tercipta selama
Triwulan 1-2022 mengalami penurunan yang cukup dalam
dibandingkan dengan Triwulan IV-2021. Berdasarkan data realisasi
belanja pemerintah, komponen belanja pegawai dan penyusutan yang
merupakan penyusun nilai tambah pada kategori ini, keduanya
menunjukkan penurunan secara q-to-q. Realisasi belanja pegawai
tercatat turun pada kisaran lebih dari 30 persen. Kemudian,
penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja modal juga tercatat
mengalami penurunan pada kisaran persentase yang sama.

Masih berkaitan dengan aktivitas pemerintah, lapangan usaha
Kategori P (Jasa Pendidikan) di Bali dengan share terbesar adalah
aktivitas jasa pendidikan pemerintah juga mengalami penurunan pada
Triwulan [-2022. Hal tersebut tercermin pada data realisasi belanja
pemerintah fungsi pendidikan Triwulan [-2022 yang lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tercatat pada
komponen belanja pegawai serta penyusutan belanja modal pada

kisaran lebih dari 40 persen.

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023



Pemerintah Provinsi Bali

Nilai tambah yang dihasilkan dari lapangan usaha Kategori A
(Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) selama Triwulan I1-2022
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2021.
Penurunan tersebut bersumber dari penurunan produksi pada
sejumlah komoditas pertanian yang belum memasuki musim panen
pada Triwulan [-2022. Komoditas padi selama Triwulan [-2022 tercatat
mengalami penurunan produksi hingga 28 persen jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya berdasarkan hasil pelaksanaan KSA padi.
Komoditas perkebunan seperti kopi dan cengkeh juga mengalami
penurunan produksi berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Bali dikarenakan belum memasuki musim panen.

Mengikuti pola triwulanan, siklus industri pariwisata di Bali pada
Triwulan 1-2022 memasuki periode low season setelah berlalunya
momentum hari raya dan libur tahun baru pada Triwulan IV-2021.
Kunjungan wisatawan domestik pada Triwulan I-2022 tercatat
hanya 1,46 juta kunjungan mengalami penurunan dibandingkan
triwulan sebelumnya yang mencapai 1,61 juta kunjungan. Pelemahan
aktivitas pariwisata juga tercermin pada rata-rata tingkat penghunian
kamar (TPK) hotel berbintang selama Triwulan I-2022 yang berkisar
pada angka 19,11 persen, lebih rendah dibanding capaian TPK pada
Triwulan IV-2021 yang mencapai 22,97 persen. Hal tersebut berdampak
pada penurunan nilai tambah yang mampu tercipta dari aktivitas
lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
pada Triwulan [-2022 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain keempat kategori lapangan usaha tersebut, penurunan
nilai tambah juga tercatat pada 8 kategori lapangan usaha lainnya, di
antaranya: Kategori B (Pertambangan dan Penggalian), Kategori D
(Pengadaan Listrik dan Gas), Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), Kategori F (Konstruksi), Kategori G
(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor),
Kategori J (Informasi dan Komunikasi), Kategori L (Real Estate), dan

Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial).
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Dengan kontraksi yang dominan terjadi pada kategori lapangan
usaha di Bali selama Triwulan [-2022, namun lima kategori lapangan
usaha lainnya masih mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi
tercatat pada lapangan wusaha Kategori H (Transportasi dan
Pergudangan) yakni sebesar 7,37 persen, diikuti Kategori K (Jasa
Keuangan dan Asuransi) sebesar 6,47 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa
Lainnya) sebesar 0,20 persen, Kategori M,N sebesar 0,19 persen, dan
Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 0,08 persen.

Peningkatan  yang cukup signifikan pada lapangan usaha
Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) pada Triwulan [-2022
bersumber dari peningkatan aktivitas pada jalur transportasi udara.
Capaian vaksinasi dosis ketiga yang tinggi di Bali yaitu sekitar 46
persen hingga akhir periode Triwulan I-2022 menjadi salah satu lampu
hijau bagi dibukanya penerbangan internasional ke Bali. Pembukaan
jalur penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai yang berlaku
sejak Februari 2022 berdampak pada peningkatan aktivitas
penerbangan. Data jumlah keberangkatan penumpang pada jalur
internasional selama Triwulan [-2022 mencapai 12.120 penumpang,
jauh melebihi jumlah keberangkatan pada Triwulan IV-2021 yang
hanya sejumlah 16 penumpang. Volume barang yang dimuat pada jalur
internasional juga tercatat mengalami peningkatan hingga lebih
dari 200 persen secara q-to-q.

Pertumbuhan positif pada lapangan usaha Kategori K (Jasa
Keuangan dan Asuransi) selama Triwulan [-2022 utamanya dipengaruhi
oleh peningkatan penyaluran kredit melalui lembaga perantara
keuangan. Peningkatan aktivitas pada kategori ini juga terkonfirmasi
dari peningkatan jumlah pembiayaan melalui jasa keuangan lainnya
serta peningkatan aktivitas pada usaha money changer sejalan dengan
peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali. Jumlah kunjungan
wisman ke Bali pada Triwulan I[-2022 tercatat sebesar 15.933
kunjungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya

sejumlah 8 kunjungan.
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Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali
pada Triwulan I-2022 (g-to-q), pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh
negatif atau terkontraks i sedalam 4,27 persen bersumber dari
Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib) dengan sumbangan minus 1,71 persen, Kategori A (Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan) dengan sumbangan minus 1,39 persen, dan
Kategori P (Jasa Pendidikan) dengan sumbangan minus 0,80 persen.
Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi
sumbangan minus 0,37 persen terhadap kontraksi ekonomi Bali pada

Triwulan IV-2021 (g-to-q).

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (%)

M Pertumbuhan Ekonomi

6.33 5.63

I

2018 2019 - 2022
-2.47
-9.33

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali
Tahun 2018-2022

Ekonomi Bali pada Triwulan 1-2022 jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 1,46
persen. Apabila  dibandingkan  kondisi yang berlangsung pada
Triwulan 1-2022 dan Triwulan [-2021, aktivitas masyarakat selama
pandemi COVID-19 sama-sama berlangsung dalam suasana
penerapan kebijakan PPKM. Namun, penerapan kebijakan PPKM
selama Triwulan I-2022 jauh lebih longgar dikarenakan capaian
program vaksinasi COVID-19 yang berjalan sesuai dengan target.
Kegiatan adat, sosial, dan upacara agama berlangsung dalam suasana

euforia sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap barang
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dan jasa di Bali. Hal tersebut kemudian secara berturut-turut
berdampak pada peningkatan total output dan nilai tambah yang
dihasilkan pada Triwulan I[-2022 dibandingkan Triwulan I-2021.
Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali mampu tumbuh
positif secara y-on-y.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 12
kategori mencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan lima kategori
lainnya mengalami kontraksi pada Triwulan [-2022. Pertumbuhan
tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan)
yaitu sebesar 16,21 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori D
(Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 7,66 persen, dan
pertumbuhan pada Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) yaitu sebesar 6,23
persen.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan)
selama Triwulan I-2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi
apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y).
Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang terus
bertambah seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin
kondusif. Selama Triwulan I-2022 perayaan upacara agama dan adat di
Bali terselenggara lebih longgar dibandingkan Triwulan I-2021.
Permintaan untuk produk industri pengolahan juga bertambah dalam
rangka persiapan perayaan Lebaran dan KTT G-20 yang akan
diselenggarakan di Bali. Kemudian, dari sisi permintaan global terhadap
produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada
Triwulan [-2022 dibandingkan Triwulan [-2021. Hal tersebut salah
satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-
barang hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan
hampir 20 persen secara y-on-y.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan
Gas) selama Triwulan 1-2022 dibandingkan Triwulan I-2021 bersumber
dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali,

volume kwh listrik terjual selama Triwulan I-2022 mengalami
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peningkatan pada kisaran 7,67 persen dibandingkan dengan
Triwulan I-2021. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan
konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik lebih
dari 16 persen secara y-on-y. Peningkatan konsumsi listrik pada
segmen tersebut kiranya juga dapat mengindikasikan adanya geliat
peningkatan aktivitas ekonomi di Bali secara umum pada periode
Triwulan I-2022 dibandingkan dengan Triwulan [-2021.

Sejalan dengan kondisi yang mempengaruhi aktivitas pada
lapangan wusaha Kategori C (Industri Pengolahan), pertumbuhan
pada lapangan usaha Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) selama
Triwulan 1-2022 juga dipengaruhi oleh pelonggaran aktivitas
masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ragam aktivitas pada kategori
ini seperti tempat daya tarik wisata, fasilitas olah raga, dan pementasan
kesenian mengalami peningkatan jumlah kunjungan dengan dibukanya
akses masyarakat ke tempat-tempat umum serta peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan ke Bali. Jumlah kunjungan wisatawan domestik
ke Bali pada Triwulan I1-2022 meningkat sebesar 76,82 persen
dibandingkan Triwulan 1-2021. Jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke Bali juga tercatat mengalami peningkatan yaitu
mencapai 15.933 kunjungan jika dibandingkan dengan Triwulan [-2021
yang hanya sejumlah 25 kunjungan.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, terdapat lima
kategori lapangan usaha yang menjadi penahan laju pertumbuhan
ekonomi Bali secara y-on-y pada Triwulan [-2022. Kategori lapangan
usaha tersebut yaitu Kategori O (Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi sedalam 10,33
persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) terkontraksi
sedalam 2,84 persen, Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang) terkontraksi sedalam 2,08 persen, Kategori J
(Informasi dan Komunikasi) terkontraksi sedalam 0,16 persen, dan

Kategori P (Jasa Pendidikan) terkontraksi sedalam 0,05 persen.
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontraksi pada
lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib) disebabkan karena penurunan realisasi
belanja pemerintah pada Triwulan [-2022. Berdasarkan data realisasi
belanja pemerintah, komponen belanja pegawai tercatat turun pada
kisaran 20 persen dan penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja
modal juga tercatat mengalami penurunan lebih dari 11 persen secara
y-on-y. Realisasi belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan juga
menurun hampir 6 persen secara y-on-y, sehingga berimbas pada
kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha Kategori P (Jasa
Pendidikan).

Penurunan nilai tambah pada lapangan wusaha Kategori A
(Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) bersumber dari penurunan
produksi pada komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan
berdasarkan catatan dinas terkait. Penurunan nilai tambah pada
lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang) terkonfirmasi berdasarkan data penyaluran air
bersih dari PDAM seluruh kabupaten/kota di Bali yang mengalami
penurunan pada kisaran 2 persen secara y-on-y. Kemudian, penurunan
nilai tambah pada Kategori J (Informasi dan Komunikasi) diduga lebih
dipengaruhi karena penurunan kebutuhan akan konsumsi internet
sejalan dengan menurunnya aktivitas daring seperti school from home
(sfh) dan work from home (wfh).

Struktur PDRB Bali pada Triwulan 1-2022 masih didominasi oleh
Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran
nilai tambah Rp. 9,49 triliun, atau 17,18 persen dari total PDRB Bali.
Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan) dengan nilai 14,94 persen, kemudian
disusul oleh Kategori F (Konstruksi) yang berkontribusi sebesar 11,23
persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali

pada Triwulan [-2022 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali yang
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tumbuh sebesar 1,46 persen bersumber dari Kategori C (Industri
Pengolahan) dengan sumbangan sebesar 1,08 persen, Kategori G
(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)
sebesar 0,57 persen, dan Kategori F (Konstruksi) menyumbang sekitar
0,18 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat
memberi sumbangan kontraksi sedalam 0,37 persen terhadap capaian

pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2022.

2. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga
Provinsi Bali secara umum. Pada bulan April 2022 Provinsi Bali
(Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja) tercatat mengalami
inflasi setinggi 1,00 % yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks
Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,25 pada Maret 2022
menjadi 109,33 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun
kalender (year to date/ytd) April 2022 sebesar 2,52%. Tingkat inflasi
tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat
setinggi 3,05%.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi
masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan
kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi
3,04%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,01%;
kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah
tangga) setinggi 1,15%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa
lainnya) setinggi 0,94%; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,28%;
kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,12%; kelompok X (penyediaan
makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%; kelompok III
(perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi
0,06%; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan)
setinggi 0,02%. Dua kelompok lainnya tercatat deflasi yaitu kelompok II
(pakaian dan alas kaki) sedalam 0,61% dan kelompok VIII (rekreasi,
olahraga, dan budaya) sedalam 1,33%.
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Dari 90 kota IHK, semua kota tercatat mengalami inflasi. Inflasi
tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan (Kepulauan Bangka Belitung )
setinggi 2,58%, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Gunungsitoli
(Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari Inflasi tertinggi,
maka Kota Denpasar menempati urutan ke-49 dan Kota Singaraja
menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

a. Laju Inflasi Kota Singaraja.
Pada bulan April 2022 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi
setinggi 0,89% dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar
2018=100) sebesar 110,87. Tingkat inflasi tahun kalender April 2022
setinggi 1,96%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun
(April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat setinggi 2,52%
Enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m)
yaitu kelompok VI (transportasi) setinggi 2,36%; kelompok I
(makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 1,94%; kelompok III
(perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi
0,23%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi
0,21%; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,09%; dan
kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi
0,05%. Sementara itu, satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat
mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan
pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 1,14%. Empat kelompok
pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau
stagnan yaitu; kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi,
olahraga, dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X
(penyediaan makanan dan minuman/ restoran).
Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada bulan
April 2022 antara lain, minyak goreng, daging ayam ras, bensin,
rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah, kangkung, dan
angkutan antar kota.
Ke sembilan puluh kota IHK tercatat mengalami inflasi. Inflasi

tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan sedangkan inflasi terendah
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tercatat di Kota Gunungsitoli. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi,
maka Singaraja menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang
mengalami inflasi.

b. Laju Inflasi Kota Denpasar
Bulan April 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi
1,02% yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga
Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,00 pada Maret 2022
menjadi 109,10 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun
kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi tahun ke tahun
(April 2022 terhadap April 2021 atau year on year/ YoY) tercatat
masing-masing setinggi 2,61% dan 3,14%.
Dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan kelompok pengeluaran
tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi
3,13%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi
2,02%; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan
rutin rumah tangga) setinggi 1,49%; kelompok XI (perawatan pribadi
dan jasa lainnya) setinggi 1,04%; kelompok V (kesehatan) setinggi
0,33%; kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,13%; kelompok X
(penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%;
kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga) setinggi 0,04%; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan
jasa keuangan) setinggi 0,01%. Sementara itu dua kelompok
pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok VIII
(rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 1,51%; dan kelompok II
(pakaian dan alas kaki) sedalam 0,75%.
Dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat keseluruhan kota
mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Tanjung Pandan
(Kepulauan Bangka Belitung) sebesar 2,58%, inflasi terendah tercatat
di Gunungsitoli (Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari
inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 1,02%

menempati urutan ke-49.
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3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam
melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang
ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari
aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan
perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang
akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut
sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor
lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung
dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap
penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan
tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan.
Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu
daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu
diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata),
sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat
kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang
sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam
mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita
ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan
yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan.
Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk
melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya
selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016-2017 mengalami
peningkatan yaitu dari Rp46,21 juta pada Tahun 2016 menjadi
Rp50,17 juta pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 PDRB perkapita Bali

Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023
18



Pemerintah Provinsi Bali

sebesar Rp54,43 juta. Pada Tahun 2019 PDRB Per Kapita Provinsi Bali
meningkat menjadi RpS57,75 juta. Pada Tahun 2020, diperkirakan
PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan
menjadi Rp51,94 Juta. Pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi
Rp50,38 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah
angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius
oleh semua stakeholder untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita
penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada Tahun 2018,
PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi
Bali adalah sebesar Rp54,43 Juta. Pada Tahun 2021, PDRB Perkapita
tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2021 juga belum mencapai
target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.
Pada Tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56
juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang
hanya 50,38 Juta. Dampak dari pandemi COVID-19 turut menjadi andil
paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk
Provinsi Bali.

Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

M PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
57.75

54.43

51.94

= . =

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.3
PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021

4. Indeks Gini Ratio
Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
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Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi
untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh
kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang
angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati
angka O, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik.
Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka
dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam
masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi

BPS terdiri dari:

Tabel 2.2
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini
Indeks Gini Klasifikasi
GR < 0,20 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat
Rendah.

0,20 < GR < 0,39 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
0,39 < GR < 0,59 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
0,59 < GR < 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi

GR > 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat
Tinggi

Sumber: BPS, 2022

Gini ratio Provinsi Bali pada September 2021 tercatat
sebesar 0,375 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk
dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan
dari kondisi bulan Maret 2021 dengan indeksi Gini 0,378 yang artinya
ketimpangan  pendapatan masyarakat di Bali kondisi bulsn
September 2021 mengalami penurunan. Namun, apabila dibandingkan
dengan periode yang sama di Tahun 2020, Gini Ratio Bali mengalami
kenaikan sebesar 0,06 poin. Pada periode September 2020, Gini Ratio
Bali tercatat sebesar 0,369.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas belum  mencapai
target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana
Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali
menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3690. Target Gini Ratio Bali
ditetapkan menurun setiap tahun hingga di Tahun 2023 target yang
harus dicapai adalah 0,3450.
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Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks Gini Ratio di daerah
perkotaan pada bulan September 2021 tercatat sebesar 0,379, angka
ini turun 0,008 poin dibanding nilai Gini Ratio kondisi bulan
Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,387. Untuk daerah perdesaan,
indeks Gini Ratio bulan September 2021 tercatat sebesar 0,302, nilai ini
mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan
indeks Gini Ratio kondisi bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar
0,301. Kedua indeks Gini Ratio ini, daerah perkotaan maupun daerah
perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk
dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada
periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten
Klungkung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun
itu yaitu sebesar 0,358. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,369.
Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli
yaitu sebesar 0,283. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah
kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada Tahun 2020 termasuk ke
dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

m Gini Ratio

0.379
0.375

0.270

0.369
o l .

2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.4
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2017-2021
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Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan
untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase
pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada
distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini
tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat
ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40
persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang
jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah

jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada bulan September 2021, persentase pengeluaran pada
kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen
yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori
ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin
dibandingkan dengan bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85
persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan

dengan bulan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen.

Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada bulan
September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40
persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar 17,60
persen, sementara  persentase pengeluaran pada  kelompok
penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar
21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah
perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada

ketimpangan rendah.
5. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis
baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya
memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan
perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati

begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema
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kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai

destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Secara umum, pada perio